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TAMARA ADI LUKMANA, D1507067. PELAKSANAAN TATA 
KEARSIPAN DI SEKRETARIAT DPRD KOTA SURAKARTA. Program 
Diploma III Manajemen Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011, 57 halaman. 
Arsip memegang peranan yang penting dalam suatu organisasi karena 
arsip merupakan sumber informasi untuk mengingat berbagai persoalan. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tata kearsipan di sekretariat 
DPRD Kota Surakarta, untuk dapat dipergunakan dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan khususnya dalam bidang kearsipan dan untuk memperoleh data yang 
dipergunakan untuk menyusun penulisan tugas akhir. Sedangkan manfaat dari 
pengamatan adalah memberikan gambaran mengenai bagaimana pelaksanaan tata 
kearsipan di sekretariat DPRD Kota Surakarta dan merupakan media 
pembelajaran bagi semua pihak dalam masalah kearsipan. Subyek penelitian ini 
adalah sekretariat DPRD Kota Surakarta. Metode penelitian yang dipergunakan 
kualitatif. Sumber pencarian data melalui observasi dan wawancara maupun studi 
kepustakaan lainya.  
Hasil penelitian dapat disimpulkan kegiatan penerimaan dan pencatatan 
arsip disertai dengan kegiatan pencatatan terhadap arsip-arsip yang diterima yang 
berfungsi untuk mengawasi, mengendalikan dan mendistribusikan arsip. Kegiatan 
penyimpanan arsip menggunakan desentralisasi yaitu memberikan wewenang 
kepada tiap-tiap satuan kerja untuk mengurus arsip sendiri. Kegiatan 
pemeliharaan arsip dilakukan dengan memberi bahan pencegah serangga dan 
penerangan secara alami maupun dengan lampu. Kegiatan penyusutan arsip 
dengan cara pemindahan arsip dan belum pernah dilakukan pemusnahan. Fasilitas 
kearsipan terdiri dari alat-alat penerimaan surat, alat penyimpan surat dan alat-alat 
pelaksanaan korespondensi. Sedangkan pegawai arsip di sekretariat DPRD Kota 
Surakarta belum ada, untuk penanganan arsip diserahkan kepada pengurus agenda 
surat masuk dan agenda surat keluar. Saran yang penulis sampaikan untuk 
peminjaman arsip sebaiknya ditentukan  batas waktu peminjaman arsip untuk 
































































TAMARA ADI LUKMANA, D1507067, IMPLEMENTATION OF 
ARCHIVES SYSTEM IN SECRETARIAT OF DPRD  SURAKARTA CITY. 
Administration Management Study, Diploma III Program, Social and Political 
Sciences Faculty, Sebelas Maret University, 2011, 57 pages.   
Archives play a part important in an organization because they represent 
the information sources to remember of various of cases. The target of this 
research is to know implementation of archives system in secretariat of DPRD of 
the Surakarta City, to be able to be use in the development of the science specially 
in the archives field and to get of the data to using to compile writing of the final 
project. While benefit of observing to give explain about implementation of 
archives system in secretariat of DPRD of the Surakarta City and represent of 
learning sources for the all party in the cases of the archives. The subject of the 
research is secretariat of DPRD Surakarta City. The research use qualitative 
method. The data source of the seeking through of the interview and observation 
and also bibliography study. 
Result this research can be concluded by activity of acceptance and record- 
of archives which accompanied with activity of the record to archives accept 
which functioning to of observe, controlling and distributing archives. The 
collecting activity of the archives use of decentralize method that’s giving 
authority to every activity to manage of archives. The maintained activity of the 
archives done with giving of preventative materials to insets and lighting naturally 
and also with the lamp. Decreasing activity of archives by removing of archives 
and have never been done by destruction. The facilities of archives consist of 
appliances acceptance letter, appliance safe letter and implementation of 
correspondence. While archivist in secretariat of DPRD Surakarta City there is no, 
for the handling of the archives delivered to the agenda’s official fairs of incoming 
and outward letters. The writer suggesting for the borrow of archives as like be 
delimitated by time to avoid of lender which have less discipline to return then 



















































A. Latar Belakang Masalah 
 Dewasa ini informasi menjadi kebutuhan yang mutlak bagi setiap 
organisasi. Dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan 
administrasi dan pembangunan perlu adanya sumber informasi yang 
mendukung. Salah satu sumber informasi penting yang dapat menunjang 
proses kegiatan administrasi maupun birokrasi adalah arsip. Kearsipan 
merupakan bagian pekerjaan kantor yang sangat penting. Informasi tertulis 
yang tepat harus tersedia apabila diperlukan agar kantor dapat memberikan 
pelayanan yang efektif. 
Arsip bukan hanya segala sesuatu yang tertulis, melainkan juga sesuatu 
yang dapat dilihat dan didengar. Arsip merupakan sumber informasi yang 
memiliki berbagai nilai guna dalam kegiatan perusahaan demi mencapai 
tujuan organisasi, menurut pendapat Vernon B.Santen ada 6 nilai guna arsip, 
antara lain:  
1. Nilai guna administrasi  
2. Nilai guna hukum  
3. Nilai guna keuangan 
4. Nilai guna penelitian 
5. Nilai guna pendidikan 
6. Nilai guna dokumentasi (dikutip Sutarto,1989:168-169). 
Pada dasarnya keberadaan arsip pada lingkungan perkantoran tidak 
dapat dilepaskan dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu 
organisasi. Dalam artian arsip tercipta sebagai akibat dari proses kegiatan 
yang dilakukan organisasi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya 
Arsip berperanan penting dalam kehidupan dan perkembangan organisasi 
terutama mengenai kegiatan-kegiatan yang berlangsung dalam organisasi 
karena arsip dapat memberikan sumbangan yang besar bagi organisasi apabila 
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bagian yang paling penting untuk diperhatikan pelaksanaannya di setiap 
organisasi. 
Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa arsip memegang 
peranan yang penting di dalam suatu organisasi karena arsip merupakan 
sumber informasi bagi pegawai dalam suatu organisasi untuk mengingat 
berbagai persoalan. Tanpa adanya arsip seseorang tidak mungkin dapat 
mengingat segala dokumen dan catatan yang begitu kompleks karena arsip 
akan terus bertambah sesuai dengan banyaknya fungsi dan tugas suatu 
organisasi. Apabila pengelolaan kearsipan tidak ditangani dengan sebaik-
baiknya maka dapat menghambat kelancaran kegiatan organisasi bahkan akan 
dapat mengakibatkan penghamburan berbagai sumber tenaga kerja seperti 
pikiran, waktu, tenaga, biaya, dan ruangan.  
Agar setiap arsip dapat terawat dan terpelihara dengan baik, diperlukan 
suatu sistem pengelolaan arsip yang dapat menyimpan, merawat dan 
memelihara arsip tersebut. Sehingga arsip tersebut dapat menunjang 
kelancaran pekerjaan suatu organisasi dengan didukung oleh fasilitas yang 
memadai. Dengan adanya sistem pengelolaan yang baik maka akan dapat 
membantu organisasi dalam memberikan informasi secara cepat, lengkap dan 
akurat. 
Sampai saat ini tampaknya masalah kearsipan masih kurang 
mendapat perhatian yang semestinya oleh berbagai instansi. Masalah 
kearsipan yang seringkali masih kurang mendapat perhatian adalah hilangnya 
arsip-arsip sebagai akibat dari sistem penyimpanan yang kurang sistematis, 
sistem pemeliharaan dan pengamanan yang kurang sempurna, serta 
peminjaman atau pemakaian arsip oleh pimpinan atau oleh satuan organisasi 
lainnya, yang jangka waktunya lama sehingga arsip lupa dikembalikan ke unit 
kearsipan.  
Semakin jelas bahwa bidang kearsipan merupakan bidang yang sama 
penting dengan bidang-bidang lainnya. Sehingga tidak sembarang orang dapat 
ditempatkan dibidang ini, harus orang-orang yang khusus dan ahli dibidang 
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dengan pegawai-pegawai kantor lainnya, dengan demikian peran kearsipan 
sangat penting sehingga tidak dapat diabaikan begitu saja  dalam menunjang 
kelancaran kegiatan ketatausahaan. 
Sekretariat DPRD Kota Surakarta mempunyai tugas dalam 
melaksanakan administrasi umum, legislasi, keuangan serta mendukung 
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Untuk menunjang kelancaran kegiatan-
kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD sangat diperlukan data-data 
dan informasi dari arsip. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan kegiatan-
kegiatan yang dilakukan dengan rencana-rencana yang telah disusun. 
Kegiatan kearsipan di Sekretariat DPRD dilaksanakan dengan tertib, 
arsip-arsip yang berada dalam instansi tersebut harus ditata dan disimpan 
secara rapi dan teratur agar mempermudah pencarian arsip sehingga apabila 
sewaktu-waktu arsip dibutuhkan maka dapat ditemukan kembali dengan 
mudah dan dalam waktu yang singkat. Arsip-arsip yang terdapat di Sekretariat 
DPRD Kota Surakarta banyak macamnya, tetapi disini penulis akan 
menjelaskan mengenai pelaksanakan tata kearsipan khususnya arsip surat 
masuk dan surat keluar yang berupa nota dinas, Surat Keputusan, laporan 
perangkat desa, laporan kepegawaian, undangan rapat dan sebagainya. Penulis 
tidak membahas mengenai tata pelaksanaan kearsipan secara menyeluruh, 
karena akan terlalu luas ruang lingkupnya untuk pelaksanaan tata kearsipan 
dalam sebuah organisasi. 
 
B.  Perumusan Masalah  
Berdasarkan hal- hal di atas maka masalah yang akan dibahas dalam 
pengamatan ini adalah: 
“Bagaimana Pelaksanaan Tata Kearsipan di Sekretariat DPRD Kota 
Surakarta?” 
 
C. Tujuan Pengamatan  
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1. Untuk mengetahui pelaksanaan tata kearsipan di Sekretariat DPRD Kota 
Surakarta. 
2. Untuk dapat dipergunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan 
khususnya dalam bidang kearsipan.  
3. Untuk memperoleh data yang dipergunakan penulis untuk menyusun 
penulisan tugas akhir sebagai salah satu syarat meraih Sebutan Vokasi 
Ahli Madya Program Studi Manajeman Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
 
D. Manfaat Pengamatan 
Pengamatan ini di harapkan memberi manfaat sebagai berikut: 
1. Memberi gambaran mengenai bagaimana pelaksanaan tata kearsipan di 
Sekretariat DPRD Kota Surakarta. 
2. Merupakan media pembelajaran bagi semua pihak yang berkepentingan 




















































 1.  Pelaksanaan   
  Dalam Ensiklopedi administrasi (1982:155) menyatakan bahwa 
“Aktivitas pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk 
melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan 
ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, 
siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan 
waktu mulai, berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.” 
  Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989:488) 
pelaksanaan dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan melaksanakan 
(rancangan, keputusan, dan sebagainya), adapun istilah melaksanakan 
berarti melakukan, menjalankan, mengerjakan (rancangan, keputusan dan 
sebagainya).  
  Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang 
dimaksud dengan pelaksanaan adalah usaha- usaha, proses, cara, 
perbuatan melakukan, menjalankan, mengerjakan suatu rancangan atau 
rencana, kebijakan, keputusan, dan sebagainya.  
 
2. Tata 
Kata tata dalam bahasa Jawa berarti nata atau menata. Sedangkan di 
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989:906) disebutkan bahwa kata tata 
dapat berarti aturan; kaidah aturan; dan susunan; cara menyusun; sistem. 
Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tata 
merupakan kegiatan, penyelenggaraan atau aturan-aturan dalam mengurus, 
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3. Kearsipan 
Menurut Ig. Wursanto (1995:19) kearsipan atau filing adalah proses 
kegiatan pengurusan atau pengaturan arsip dengan mempergunakan suatu sistem 
tertentu, sehingga arsip-arsip tersebut dapat ditemukan kembali dengan mudah 
dan cepat apabila sewaktu-waktu diperlukan. 
Menurut Basir Barthos (1990:43) filing adalah proses pengaturan dan 
penyimpanan bahan-bahan secara sistematis, sehingga bahan-bahan tersebut 
dengan mudah dan cepat dapat ditemukan kembali setiap kali diperlukan. 
Dalam Kamus Administrasi Perkantoran (dikutip Ig. Wursanto, 1995:15-
16) filing atau penyimpanan warkat adalah kegiatan menaruh warkat-warkat 
dalam suatu tempat penyimpanan secara tertib menurut sistem, susunan dan tata 
cara yang telah ditentukan, sehinggaa pertumbuhan warkat-warkat itu dapat 
dikendalikan dan setiap kali diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali. 
Dari beberapa definisi tersebut dapat diambil, kesimpulan bahwa  
kearsipan adalah suatu proses kegiatan pengaturan arsip dengan 
menggunakan suatu sistem tertentu, sehingga dapat diketemukan kembali 
dengan mudah apabila setiap kali diperlukan. 
Ada baiknya kita juga perlu mengetahui apa yang disebut dengan 
arsip. Kata “arsip” dalam bahasa Belanda yakni archief, yang berarti: 
a. Tempat penyimpanan secara teratur bahan-bahan arsip, bahan-
bahan tertulis, piagam-piagam, surat-surat, keputusan-keputusan, 
akte-akte, dokumen dan peta. 
b. Kumpulan teratur dari pada bahan-bahan kearsipan tersebut. 
c. Bahan-bahan yang harus diarsip itu sendiri. 
( Atmosudirjo, dikutip Ig. Wursanto. 1991 :14 ) 
 
  Sedangkan dalam bahasa inggris, arsip dinyatakan dengan istilah 
file yang berasal dari bahasa latin “filum” yang berarti tali atau benang, 
pada awalnya orang inggris menyatukan arsip dengan cara mengikatnya 
dengan benang atau tali. Istilah lain untuk arsip adalah warkat. Istilah 
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  Arsip menurut pendapat T.R. Schellenberg dapat 
dirumuskan sebagai: 
“Warkat-warkat dari sesuatu badan pemerintah atau swasta yang diputuskan 
sebagai berhaarga untuk diawetkan secara tetapguna keperluan mencari 
keterangan  dan penelitian dan disimpan atau telah dipilih untuk disimpan 
pada suatu badan kearsipan.” (dikutip The Liang Gie,1998:119) 
 
 Pengertian arsip menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1971 pasal 
1 tentang ketentuan pokok-pokok kearsipan adalah sebagai berikut: 
a. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga 
Negara dan Badan-badan pemerintah dalam bentuk corak apapun, 
baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka 
pelaksanaan kegiatan pemerintah. 
b. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan-badan swasta 
atau perorangan, dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan 
tunggal maupun kelompok, dalamm rangka pelaksanaan kehidupan 
kebangsaan. 
 
Sedangkan LAN (Lembaga Administrasi Negara ) merumuskan tentang 
arsip sebagai berikut : 
“Arsip adalah segala kertas, naskah, buku, foto, film, microfilm, rekaman suara, 
gambar peta, bagan atau dokumen-dokumen lain dalam segala macam bentuk dan 
sifatnya, asli atau salinannya, serta dengan segala penciptaannya, dan dihasilkan 
atau diterima oleh suatu badan, sebagai bukti Atau tujuan organisasi, fungsi-
fungsi, kebijaksanaan-kebijaksanaan. Keputusan-keputusan, prosedur-prosedur, 
pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan pemerintah yang lain, atau karena 
pentingnya informasi yang terkandung didalamnya“ (dikutip Ig. Wursanto, 1991 : 
18) 
  
Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat diambil kesimpulan 
bahwa arsip adalah segala sesuatu yang memuat keterangan-keterangan 
baik yang berupa tulisan, gambar, maupun benda-bendaa lain yang dapat 
membantu ingatan dan memiliki nilai informasi berupa sehingga 
mempunyai kegunaan baik bagi kepentingan organisasi maupun 
kepentingan pribadi yang disimpan sedemikian rupa sehingga mudah dan 
cepat ditemukan kembali apabila diperlukan. 
Walaupun kearsipan berasal dari kata dasar arsip tetapi pengertian 
arsip dan kearsipan berbeda. Hal ini dikemukakan oleh Ig. Wursanto 
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Arsip adalah wujud atau bentuk barang atau benda lainnya yang 
berupa naskah-naskah baik dalam keadaan tunggal maupun kelompok. 
Sedangkan kearsipan (filing) adalah aktivitas atau kegiatannya, 
yaitu kegiatan yang berhubungan dengan pengurusan atau pengaturan 
arsip. 
4. Tata Kearsipan 
Berdasarkan pengertian tata dan kearsipan diatas maka yang dimaksud 
dengan Tata Kearsipan menurut A. W. Widjaja (1993:92) adalah sebagai berikut 
“Segenap rangkaian perbuatan menyelenggarakan kearsipan sejak saat dimulainya 
pengumpulan warkat-warkat sampai penyingkirannya”. Sedangkan menurut 
Sutarto (1989:123) tatawarkat adalah pengurusan yang berhubungan dengan 
keterangan secara tertulis, bergambar atau terekam. 
  Sehingga dapat disimpulkan bahwa tata kearsipan adalah 
kegiatan mengatur, mengurus dan mengelola benda-benda arsip yang dimulai dari 
kegiatan penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, penyusutan dan 
pemusnahan. 
 
Permasalahan Dalam Kearsipan 
Sebagai pusat ingatan tentang kegiatan-kegiatan yang telah 
berlangsung dan tempat untuk mencari berbagai keterangan yang diperlukan 
bagi tindakan atau keputusan yang akan datang dalam suatu instansi, maka 
arsip harus diatur dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Sebagai akibat dari 
pengabaian terhadap arsip, maka di lingkungan instansi-instansi di Indonesia 
dalam segi tata usaha banyak menimbulkan kesulitan. Masalah-masalah pokok 
yang umumnya dihadapi dalam kearsipan menurut The Liang Gie (1998:119-
120) adalah sebagai berikut: 
Tidak dapat menemukan kembali secara tepat dari bagian arsip sesuatu surat 
yang diperlukan oleh pimpinan instansi atau satuan organisassi lainnya. 
Peminjaman atau pemakaian sesuatu surat oleh pimpinan atau satuan 
organisasi lainnya yang jangka waktunya sangat lama, bahkan kadabg-
kadang tidak dikembalikan. 
Bertambahnya terus menerus surat-surat ke dalama bagian arsip tanpa ada 
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Tatakerja dan peralatan kearsipan yang tidak mengikuti perkembangan dalam 
ilmu kearsipan modern sebagai akibat  dari pegawai-pegawai arsip yang 
tak cakap dan kurangnya bimbingan yang teratur. 
 
Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut diatas menurut The 
Liang Gie (1998:120) maka perlu dipelajari, diatur dan dikembangkan 
pedoman-pedoman mengenai: 
a) Sistem penyimpanan warkat yang tepat bagi masing-masing instansi. 
b) Tatakerja penyimpanan dan pemakaian warkat. 
c) Penyusutan arsip secara teratur. 
d) Penataran pegawai-pegawai bagian arsip sehingga memiliki dan dapat 
mempraktekkan pengetahuan di bidang kearsipan terbaru yang efisien.   
 
C. Hal-hal yang berkaitan dengan Tata Kearsipan 
Untuk selanjutnya penulis akan membahas secara terperinci mengenai 
hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tata kearsipan, yaitu: 
1. Penerimaan dan pencatatan arsip 
2. Penyimpanan arsip 
3. Pemeliharaan arsip 
4. Penyusutan dan Pemusnahan arsip 
5. Fasilitas arsip 
6. Pegawai kearsipan 
 
1. Penerimaan dan pencatatan arsip 
 Menurut Wagimin dan Endang Martini (2006:26-28) agar supaya 
surat-surat yang diterima oleh suatu kantor tidak mudah hilang, hendaknya 
penerimaan surat dipusatkan pada satu bagian, yaitu bagian loket. Dianjurkan 
kepada petugas pos atau petugas kantor yang lain untuk menyerahkan surat-
surat pada loket. Dalam hal penerimaan surat masuk, petugas penerima surat 
harus mengumpulkan dan menghitung surat-surat yang masuk serta meneliti 
ketepatan tujuan dari surat tersebut. 
 
 Tugas selanjutnya setelah penerimaan surat adalah menyortir surat-
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pimpinan, sekretaris atau pegawai lainnya, membagi surat dinas menjadi 3 
golongan yaitu dinas rutin, penting atau rahasia. Setelah itu membuka sampul 
(amplop) dan mengeluarkan surat dari dalam sampul. 
 Surat-surat yang telah terbuka kemudian diteliti tanda-tanda atau ciri-
cirinya. Untuk memastikan apakah alamat dalam sesuai dengan sampulnya. 
Selanjutnya surat dibaca sepanjang itu merupakan wewenangnya. Membaca 
surat  disamping untuk mengetahui isinya juga untuk menentukan mana surat 
yang penting dan mana surat yang biasa. Hal ini bertujuan untuk memisahkan 
surat-surat mana yang perlu disampaikan langsung kepada Pimpinan, dan 
surat-surat mana yang dapat disampaikan langsung kepada pejabat-pejabat 
atau unit-unit pengolah yang dimaksud oleh surat. 
 Setelah surat yang diterima dan dibaca, kegiatan selanjutnya adalah 
pencatatan surat. Cara dan prasarana pencatatan surat disesuaikan dengan sifat 
surat yaitu apakah termasuk surat penting, surat biasa atau surat rahasia. 
Sarana pencatatan untuk surat penting berupa Kartu Kendali, sedangkan untuk 
surat rutin biasa dan surat rahasia dicatat dalam Lembar Pengantar.  
 Langkah berikutnya adalah pengarahan dan penerusan kepada yang 
berhak, yaitu: surat-surat diberikan kepada pejabat sesuai dengan pokok 
masalah yang dimaksud dalam surat, dengan dilengkapi lembar disposisi 
(routing slip). Lembar disposisi berguna sebagai tempat pimpinan 
memberikan tanggapan atas isi surat dengan menegaskan berupa instruktur  
(untuk bawahan) atau informasi (untuk pimpinan sederajad).  
 
2. Penyimpanan arsip 
 a. Asas Penyimpanan Arsip 
 Penyelenggaraan penyimpanan arsip bagi setiap organisasi tentunya 
berbeda-beda tetapi tetap harus menganut prinsip aman, awet, efisien dan 
luwes (fleksibel).  
 Ada tiga macam asas menurut Ig Wursanto yang dapat dipergunakan 
dalam penyelenggaraan penyimpanan arsip, yaitu: 
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 Penyimpanan warkat dengan mempergunakan asas sentralisasi adalah 
penyimpanan warkat yang dipusatkan (central filing) pada unit tertentu. Jadi, 
penyimpanan warkat dari setiap unit yang ada di dalam organisasi (kantor) 
dipusatkan pada unit tertentu. 
 Keuntungan dari asas sentralisasi adalah: 
 a) Tanggung jawab penyimpanan warkat ada dipusat 
(dipusatkan) sehingga penyelenggaraan penyimpanan warkat lebih efektif 
Penyelenggaraan penyeragaman prosedur dan peralatan lebih mudah 
Karena mereka itu terdiri dari tenaga-tenaga yang ahli  atau paling tidak 
mereka itu mengerti tentang seluk beluk pengelolaan warkat, maka mereka 
akan lebih mudah mengembangkan kemampuan, kecakapan dan keahlian 
mereka dalam bekerja. 
Pengawasan dapat dilakukan dengan mudah, lebih efisien dengaan prosedur 
pengawasan yang sederhana 
Karena dalam asas sentralisasi itu hanya dikenal saluran tunggal, maka 
kekeliruan-kekeliruan dalam penyelenggaran warkat dapat dicegah sekecil 
dan sedini mungkin 
Dapat diperoleh berbagai penghematan dalam masalah biaya, perlengkapan, 
peralatan, ruang dan pegawai 
 Kelemahan dari asas sentralisasi adalah: 
a) Apabila masing-masing unit atau satuan  kerja sewaktu-waktu 
membutuhkan warkat, tidak dapat segera dipenuhi karena berbagai hal 
b) Dalam menentukan warkat penting atau tidak penting antara pusat dengan 
masing-masing unit satuan kerja kemungkinan berbeda, padahal pusat 
cenderung untuk menyingkirkan warkat-warkat yang dianggap tidak 
penting dan tidak dipergunakan oleh semua unit satuan kerja. 
   
  2) Asas Desentralisasi 
 Penyelenggaraan penyimpanan warkat dengan asas ini addalah dengan 
memberikan kewenangan kepada tiap-tiap unit satuan kerja untuk mengurus 
penyelenggaraan penyimpanan warkat sendiri-sendiri. 
 Keuntungan dari asas desentralisasi adalah: 
a) Tiap-tiap unit satuan kerja diberi kebebasan dalam melaksanakan sistem 
penyimpanan warkat 
b) Masing-masing unit satuan kerja akan lebih mudah menyesuaikan sistem 
atau metode kearsipan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dari 
unit satuan kerja masing-masing 
c) Lebih menghemat waktu karena tidak telalu banyak prosedur  
d) Penyingkiran dan penyusutan warkat dapat dilakukan dengan tepat karena 
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 Kelemahan asas desentralisasi adalah: 
a) Tidak ada keseragaman dalam pengurusan penyelenggaraan penyimpanan 
warkat 
b) Tidak menghemat biaya 
c) Kekembaran dalam penyimpanan warkat akan sering terjadi karena setiap 
unit satuan kerjaa cenderng memerlukan dan menyimpan warkat yang 
sama dalam bentuk salinan atau fotocopy.  
 
 3) Asas Campuran 
  Asas campuran merupakan asas kombinasi antara desentralisasi 
dengan sentralisasi. Dalam asas campuran tiap-tiap unit satuan kerja 
dimungkinkan menyelenggarakan sendiri-sendiri penyelenggaraan 
penyimpaanan warkatnya karena mempunyai spesifikasi tersendiri: sedangkan 
penyimpanan warkat untuk unit-unit satuan kerja yang tidak mempunyai 
spesifikasi tersendiri disentralisasikan. Tujuan penyimpanan warkat dengan 
asas campuran ini adalah untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang 
terdapat dalam asas sentralisasi dan asas desentralisasi. (1991:171-174) 
  
 b. Sistem Penyimpanan Arsip 
  Hal yang penting dalam penyimpanan arsip adalah dapat 
menemukannya dengan mudah dan cepat bila dibutuhkan. Seperti yang 
dikemukakan oleh Ig. Wursanto (1991:87-88), yaitu: 
  Penyimpan arsip hendaknya dilakukan dengan mempergunakan suatu 
sistem tertentu yang memungkinkan : 
1) Penemuaan kembali dengan mudah dan cepat apabila diperlukan. 
2) Pengambilan arsip dari tempat penyimpanan dapat dilakukan dengan 
mudah. 
3) Pengembalian arsip dari tempat penyimpanan dapat dilakukan dengan 
mudah. 
  
 Sistem penyimpanan arsip yang dilakukan oleh suatu organisasi belum 
tentu sama dengan organisassi yang lain. Hal ini karena : 
Tujuan dari masing-masing organisasi berbeda-beda 
Volume pekerjaan tidak sama 
Jenis peralatan atau perlengkapan yang digunakan tidak sama 
Kurang tersedianya tenaga ahli kearsipan 
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Oleh sebab itu sebelum suatu organisasi menetapkan sistem 
penyimpanan yang akan dipakai hendaknya direncanakan terlebih dahulu 
dengan matang. Karena perencanaan merupakan suatu persiapan untuk 
tindakan-tindakan administrasi atas tindakan selanjutnya. Seperti yang 
dikemukakan oleh Ig. Wursanto (1991:33-34), bahwa perencanaan tersebut 
dilakukan dengan maksud agar: 
1) Jangan sampai kearsipan yang dilaksanakan tidak cocok dengan jenis dan 
luas  lingkup kegiatan organisasi. 
2) Jangan sampai sistem kearsipan yang dilaksanakan menimbulkan kesulitan 
bagi para pegawai kearsipan karena sulit dimengerti. 
3) Jangan sampai sistem kearsipan yang dilaksanakan menyulitkan dalam hal 
penyimpanan, penemuan kembali, pemeliharaan dan perawatan arsip. 
4) Jangan sampai sistem kearsipan yang dilaksanakan menimbukan 
pemborosan, baik dalam hal tenaga, biaya, atau dana maupun peralatan 
atau perlengkapan yang dipergunakan. 
5) Jangan sampai arsip yang masih mempunyai nilai guna atau nilai pakai 
dan perlu disimpan terus dalam jangka waktu yang cukup lama, atau 
mungkin disimpan secara permanen, tetap ikut dipindahkan dari arsip aktif 
ke arsip tidak aktif kemudian dimusnahkan. 
 
 Sistem penyimpanan arsip menurut Ig. Wursanto (1995:49-204) 
adalah: 
1) Sistem Abjad ( Alphabetic filing system ) 
 Adalah sistem penyimpanan arsip menurut sistem abjad. Penyimpanan 
ini berarti arsip yang dihasilkan atau yang dibuat dan diterima oleh suatu 
organisasi atau kantor yang didalamnya termuat nama-nama, seperti nama 
organisasi, nama tempat atau nama wilayah atau nama pokok soal disimpan 
menurut tata urutan susunan abjad. 
 Abjad yang digunakan adalah abjad huruf pertama dari suatu nama 
setelah nama-nama itu di indeks menurut aturan dan ketentuan yang berlaku 
bagi masing-masing nama. 
2) Sistem Subjek ( Subject filing system ) 
  Merupakan tatacara menyusun arsip-arsip dengan mempergunakan 
pokok masalah sebagai pedoman untuk mengaturnya. Arsip-arsip disimpan 
dan diatur menurut pokok masalah yang terdapat dalam suatu arsip; misalnya 
arsip-arsip yang memuat masalah keuangan dihimpun dan disimpan menjadi 
satu dalam berkas tersendiri. 
3) Sistem Nomor ( Numeric filing system) 
Adalah tatacara menyusun arsip-arsip dengan mempergunakan urutan 
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surat diberi nomor yang sudah ditentukan sebagai kode penyimpananya dan 
disimpan berdasarkan ketentuan nomor yang telah ditentukan itu. Semua arsip 
yang menyangkut hal-hal yang saling berkaitan ditempatkan dalam suatu 
folder dengan nomor tersendiri. 
4) Sistem Ilmu Bumi ( Geograpic filing system)  
Adalah sistem penyimpanan arsip berdasarkan pembagian wilayah 
atau daerah. Arsip-arsip yang akan disimpan, penyusunannya diatur menurut 
satuan wilayah atau daerah yang menjadi alamat surat. Dalam filing sistem 
wilayah harus ditentukan lebih dahulu satuan wilayah atau daerahnya. 
Susunan itu dapat berupa satuan-satuan wilayah atau daerah menurut sistem 
ketatanegaraan. 
5) Sistem Kronologis ( Chronological filing system ) 
Adalah penyusunan arsip-arsip mempergunakan ururtan tanggal yang 
tercantum dalam surat. 
 Tanggal dalam surat tersebut menunjukkan : 
a) Waktu surat itu ditandatangani; 
b) Mulai berlakunya surat tersebut; 
c) Saat dikeluarkannya surat tersebut; 
d) Saat yang menunjukkan hari, bulan, dan tahun dari berlangsungnya 
peristiwa atau ditulisnya suatu surat. 
 
 c. Proses Penyimpanan Arsip 
 Yang dimaksud dengan proses adalah tahap-tahap atau langkah-
langkah yang harus dilalui dalam usaha mencapai tujuan. Tahap-tahap atau 
langkah-langkah itu satu dengan yang lain saling berkaitan, sehingga 
merupakan suatu rangkaian kegiatan. Proses penyimpanan arsip meliputi 
kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
1) Memisah-misahkan (segregating) arsip 
 Memisah-misahkan arsip berarti mengadakan pensortiran terhadap 
arsip-arsip yang akan disimpan, untuk dikelompokkan menurut subjek-subjek 
seperti yang dicantumkan dalam kartu kendali atau menurut daftar indeks, 
yang tealh ditentukan. 
2) Meneliti (examining arsip) 
 Meneliti arsip-arsip yang akan disimpan perlu untuk mengetaahui 
apakah arsip yang disimpan (di-file) itu sudah ada tanda-tanda persetujuan 
(disposisi) dari pejabat yang berwenang membenarkan bahwa arsip tersebut 
boleh disimpan. Arsip-arsip yang belum diberi tanda persetujuan (disposisi) 
untuk disimpan sebaiknya dikembalikan kepada yang berwenang untuk 
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 3) Memadukan (assembling) arsip 
 Arsip-arsip yang merupakan bagian-bagian langsung atas persoalan 
yang sama dijadikan satu dan disusun menurut susuna kronologis tanggal 
surat. 
 4) Mengklasifikasi (classification) arsip 
 Mengklasifikasikan arsip-arsip berarti menggolongkan arsip atas dasar 
perbedaan-perbedaan yang ada serta mengelompokkan arsip atas dasar 
persamaan-persamaan yang ada untuk menentukan kelasnya (sub-sub subjek) 
beserta kodeenya secara cermat. Kode dicantumkan pada bagian ujung kanan 
bawah surat. 
 5) Mengindeks (indexing) arsip 
 Kegiatan mengindeks meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a) Membaca secara cermat untuk menentukan isi surat. 
b) Menentukan judul atau caption arsip secara tepat. 
c) Memberikan tanda-tanda (keterangan) lain yang dapat menjadi petunjuk 
(indeks). 
d) Membubuhkan caption utama berikut kode masalah (sub subjek) pada 
arsip yang bersangkutan. 
 6) Mempersiapkan tunjuk silang (cross reference) 
 Tunjuk silang dipergunakan apabila terdapat dua caption. Caption 
pertama dipergunakan sebagai caption utama, sedangkan caption kedua 
dicantumkan pada tunjuk silang. 
 7) Menyusun arsip 
 Arsip-arsip yang sudah diberi judul atau caption disusun sesuai dengan 
sistem susunan yang digunakan dalam sistem penyimpanan; misalnya sistem 
abjad, sistem angka, sistem tanggal, sistem perihal dan lain sebagainya. 
8)  Memfile arsip 
 Memfile arsip berarti mengatur pembentukan arsip-arsip sesuai dengan 
pola klasifikasi dan mengatur susunan arsip-arsip di dalam file-file atau 
folder-folder pada tempatnya yang benar. Oleh karena itu perlengkapan yang 
dipergunakan dalam filing dan penempatanmnya dalam penyimpanan harus 
disiapkan lebih dahulu. (Ig. Wursanto,1995:16-18) 
 
3.  Pemeliharaan Arsip 
 Menurut Ig. Wursanto (1991:220), yang dimaksud dengan 
pemeliharaan arsip adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk menjaga arsip-
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 Usaha pemeliharaan arsip berupa melindungi, mengatasi, mencegah 
dan mengambil langkah-langkah tindakan yang bertujuan untuk 
menyelamatkan arsip-arsip berikut informasinya serta menjamin kelangsungan 
hidup arsip dari pemusnahan yang sebenarnya tidak diinginkan. 
 Pemeliharaan arsip dapat dilakukan dengan usaha-usaha sebagai 
berikut: 
Pengaturan Ruangan 
Yang dimaksud dengan ruangan dalam hal ini adalah ruangan penyimpanan 
arsip. 
 b.Kebersihan 
Kebersihan yang dimaksud disini meliputi kebersiha ruangan penyimpanan 
arsip dan kebersihan kertas-kertas arsip. 
 c.Pemeliharaan Tempat Penyimpanan Arsip 
Tempat yang digunakan untuk menyimpan arsip antara lain rak arsip dan 
lemari arsip. 
 
4.  Penyusutan dan pemusnahan arsip 
Arsip-arsip yang dimiliki oleh suatu organisasi tidak selamanya 
memiliki nilai kegunaan yang abadi. Arsip yang sudah tidak mempunyai 
kegunaan, apabila disimpan terus menerus akan menimbulkan masalah 
tersendiri, baik bagi para pegawai maupun pimpinan organisasi itu sendiri; 
karena arsip-arsip itu tersebut membutuhkan tenaga, biaya, dan peralatan yang 
tidak sedikit bagi perawatannya. Untuk mengatasi masalah tersebut antara lain 
perlu diadakan penyusutan terhadap arsip-arsip yang benar-benar tidak 
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  Menurut Arsip Nasional Republik Indonesia penyusutan arsip berarti 
pemindahan arsip-arsip dari file aktif ke file inaktif, atau pemindahan arsip 
dari Unit Pengolah ke Pusat Penyimpanan Arsip. 
 Penyusutan arsip termasuk pemusnahan arsip dalam praktek 
pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 
tentang Penyusutan arsip, yang dimaksud dengan penyusutan arsip adalah 
kegiatan pengamanan arsip dengan cara: 
a. Memindahan arsip inaktif  dari Unit Pengolahan ke Unit Kearsipan dalam 
lingkungan organisasi masing-masing; 
b.Pemusnahan arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
c. Menyerahkan arsip-arsip statis ke Unit Kearsipan kepada Arsip Nasional. 
(Ig. Wursanto, 1995:208) 
 
  Pemusnahan atau disporal arsip adalah tindakan atau kegiatan 
menghancurkan secara fisik arsip yang sudah berakhir fungsinya serta yang 
tidak memiliki nilai guna.( Ig. Wursanto,1995:207) 
Menurut Basuki (2003), ada 4 metode pemusnahan arsip: 
1) Pencacahan 
Metode ini lazim digunakan di Indonesia, yaitu memusnahkan arsip 
dengan menggunakan alat pencacah yang dinamakan shredden. Alat ini 
menggunakan berbagai metode untuk memotong, menarik, dan merobek 
kertas menjadi potongan-potongan kecil. 
2) Pembakaran  
Metode ini banyak digunakan pada masa lampau karena dianggap paling 
aman, walaupun terkadang  arsip yang dibakar terlempar dari api 
pembakaran sehingga mungkin saja ada arsip rahasia yang dapat diketahui 
pesaing. Saat ini metode ini dianggap kurang bersahabat dengan 
lingkungan. 
3) Pemusnahan kimiawi 
Metode ini menggunakan bahan kimiawi yang dapat melunakkan kertas 
dan melenyapkan tulisan. 
4) Pembuburan 
Metode ini merupakan metode yang ekonomis, aman, bersih, nyaman, dan 
tak terulangkan: walaupun kurang begitu populer di Indonesia. Arsip yang 
akan dimusnahkan dimasukkan ke bak penampungan yang diisi air, 
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5. Fasilitas Kearsipan 
a. Peralatan dan Perlengkapan Kearsipan 
 Pada dasarnya alat-alat dan perlengkapan yang dipergunakan dalam 
bidang kearsipan dapat dikelompokkan menjadi 6 macam sebagai berikut: 







- Buku tulis, dan sebagainya 
2) Perlengkapan selain alat-alat tulis, antara lain : 
- Map (stofmap) 
- Map jepitan (snelhecchter) 
- Folder 
- Odner (briefordner) 
- Penggaris 
- Dossier dan sebagainya 
3) Alat-alat Bantu khususnya dipergunakan dalam penyimpanan, antara lain : 
- Kartu penunjuk ( file guide) 
- Kartu indeks 
- Daftar indeks 
- Lembar atau kartu tunjuk silang 
- Kartu pinjam arsip 
- Lembar pengantar 
- Lembar disposisi dan sebagainya 
4) Tempat menyimpan arsip, antara lain : 
a. Kotak arsip 
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c. Tancapan surat 
d. Berkas surat 
e. Rak arsip 
f. Rotary filling 
g. Card indeks 
h. Visible books 
i. Filling cabinet 




6) Mesin-mesin kantor 
 Yang termasuk mesin-mesin kantor yaitu semua peralatan kantor 
yang cara kerjanya secara otomatis, antara lain : 
a. Mesin ketik (mesin ketik manual, mesin ketik elektris dan mesin 
ketik elektronis) 
b. Mesin fotokopi 
c. Mesin stensil 
d. Sprit duplicator 
e. Mesin microfilm 
f. Mesin microfilm reader 
g. Mesin microfilm printer 
h. Mesin microfilm reader-printer 
i. Mesin penghancur dokumen 
j. Computer 
k. Penjepit kertas 
l. Pelubang kertas 
m. Nomorator dan sebagainya 
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b. Ruang Kearsipan 
 Ruang tempat penyimpanan arsip hendaknya selalu dalam keadaan 
bersih dan kering agar arsip dapat aman dari berbagai jenis kerusakan. Dalam 
pengaturan ruangan menurut Ig. Wursanto (1991:220) dapat dilakukan 
dengan: 
1) Ruangan penyimpanan jangan terlalu lembab. 
2) Ruangan harus terang, dan sebaiknya mempergunakan penerangan alam, 
yaitu sinar matahari 
3) Ruangan harus diberi ventilasi secukupnya. 
4) Ruangan harus terhindar dari kemungkinan serangan api dan air. 
5) Dalam hal tertentu periksalah ruangan untuk mengetahui kemungkinan 
adanya talang, saluran air dan atap gedung yang bocor. 
6) Ruangan hendaknya terhindar dari kemungkinan serangan hama, serangan 
perusak atau pemakan kertas arsip. 
7) Lokasi ruangan atau gedung penyimpanan yang bebas dari tempat-tempat 
industri, sebab polusi udara sebagai hasil pembakaran minyak sangat 
berbahaya bagi kertas-kertas arsip. 
8) Ruangan penyimpanan arsip sebaiknya terpisah dari ruangan kantor 
lainnya. 
9) Ruangan penyimpanan arsip hendaknya disesuaikan dengan bentuk arsip 
yang akan disimpan di dalamnya. 
 
 Pengaturan udara ruang arsip yang baik adalah menggunakan AC yang 
dihidupkan selama 24 jam secara terus menerus. Temperatur ruangan arsip 
yang deal adalah 50%-65%. 
 
6. Pegawai Kearsipan 
  Meskipun sistem penyimpanan arsip tepat, fasilitas dan ruangan 
memadai dan memenuhi syarat tetapi pelaksanaan tata kearsipan tidak dapat 
berjalan baik jika tidak didukung oleh pegawai kearsipan yang cakap dengan 
beberapa persyaratan lainnya yang harus dipenuhi. 
 The liang Gie mengatakan bahwa untuk dapat menjadi petugas 


















































d. Kerapian ( dikutip Ig. Wursanto,1995:39 ) 
 Selain pendapat diatas juga ada pendapat lainnya yaitu Littlefield  dan  
Peterson sebagaimana dikutip oleh The Liang Gie, mengemukakan enam 
syarat bagi pegawai kearsipan, yaitu : 
a. Lulusan sekolah menengah dan mempunyai kecerdasan rata-rata yang 
normal. 
b. Memahami alfabet yang baik dan mempunyai penglihatan yang cepat 
untuk membedakan perbedaan-perbedaan yang kecil dari nama-nama dan 
angka yang tercantum pada warkat-warkat. 
c. Memiliki sifat kecermatan. 
d. Memiliki suatu pikiran yang tertarik pada perincian-perincian yang kecil. 
e. Memiliki sifat sebagai karyawan yang cepat dan rapi 
f. Memiliki pertimbangan yang baik. ( dikutip Ig Wursanto,1995:41) 
  
 Syarat lain yang belum disebutkan adalah keahlian, sebaiknya pegawai 
kearsipan mempunyai keahlian paling tidak mempunyai pengetahuan tentang 
kearsipan. 
 Pegawai kearsipan dalam melaksanakan tugasnya banyak berhubungan 
dengan pihak-pihak lain. Untuk memberikan pelayanan yang baik, pegawai 
kearsipan dituntut mampu mengadakan hubungan dengan pihak lain, berlaku 
sopan santun, ramah, sabar dan tidak bersifat emosional. 
 
D. Metode Pengamatan 
 1. Lokasi Pengamatan 
Lokasi pengamatan ini bertempat di Sekretariat DPRD Kota Surakarta, 
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Alasan pemilihan lokasi pengamatan ini adalah karena di Sekretariat 
DPRD Kota Surakarta dimungkinkan adanya pengumpulan data sebagai bahan 
pembuatan laporan Tugas Akhir yang penulis susun ini. 
 
2.  Jenis Pengamatan 
  Sesuai dengan masalah yang diajukan maka jenis pengamatan yang 
akan digunakan adalah jenis pengamatan deskriptif. Yaitu membandingkan 
persamaan dan perbedaan fenomena tertentu lalu mengambil bentuk studi 
komperatif; atau mengukur sesuatu dimensi seperti dalam berbagai bentuk 
studi kuantitatif, angket, test, interviu dan lain-lain. (Winarno 
Surakhmad,1985:139) 
 
3. Sumber Data 
 Sumber data yang diperoleh penulis dalam pengamatan ini adalah: 
 a. Sumber Data Primer 
 Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan 
yang berhubungan dengan penelitiaan. Dalam hal ini meliputi: 
1) Observasi di Sekretariat DPRD Kota Surakarta 
2) Wawancara kepada pegawai di Sekretariat DPRD Kota Surakarta, 
yang menjadi informan adalah: 
a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
b. Staff agendaris 
b. Sumber Data Sekunder 
Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui 
dokumentasi- dokumentasi, buku-buku atau peraturan yang 
berhubungan dengan masalah penelitian. Data ini digunakan sebagai 
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4. Tehnik Pengumpulan Data 
  Tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan ialah dengan metode 
sebagai berikut: 
a. Observasi  
  Observasi mencakup keanekaragaman situasi yang sedang dipantau 
yang meliputi kegiatan-kegiatan non perilaku dan perilaku. (Donald R . 
Cooper dan C William Emory,1997:369). Dalam hal ini penulis 
melakukan pengamatan langsung selama magang di Sekretariat DPRD 
Kota Surakarta yaitu pada bulan Februari 2010 dan masa sesudah magang 
dengan mengadakan pencarian dan pencatatan data yang berkaitan dengan 
judul yang penulis susun. 
b. Wawancara 
   Metode ini menggunakan wawancara pribadi kepada pegawai di 
Sekretariat DPRD Kota Surakarta. Wawancara berpusat pada tahap-tahap 
pengajuan pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya. Menurut Donald 
R. Cooper dan C William Emory wawancara adalah percakapan dua arah 
atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden. 
(1996:289) 
c. Dokumentasi 
   Yaitu teknik pengumpulan data yang mempelajari dokumen-
dokumen, agenda, pengumuman, catatan kegiatan dan literature-literature 
lain yangmendukung pengamatan. 
  
5. Teknik Analisis Data 
   Dalam pengamatan ini teknik analisis data yang digunakan adalah 
deskriptif. Menurut Donal R. Cooper dan C William Emory (1997:73) sesudah 
pengumpulan data, kita masih harus menganalisisnya. Analisis deskriptif 
biasanya mencakup pekerjaan meringkas data yang telah dikumpulkan 
menjadi suatu jumlah yang dapat dikelola, membuat ringkasan, mencari pola-
pola tertentu, dan menerapkan teknik statistik. Respon-respon yang diukur 
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turunkan dalam berbagai fungsi, sesudah itu sering dijajaki apakah hubungan-
hubungan antara berbagai variabel. Selanjutnya, kita harus mengartikan 
berbagai temuan ini dalam kaitan dengan pertanyaan-pertanyaan klien atau, 
pada penelitian dimana dibangun suatu teori, kita harus menentukan apakah 
hasil-hasilnya konsisten dengan hipotesis-hipotesis dan teori-teori kita. 
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BAB III 
DESKRIPSI LEMBAGA /INSTANSI 
 
A. Sejarah Singkat 
 1. DPRD Kota Surakarta 
  Reformasi yang bergulir mendorong terjadinya perubahan paradigma 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju lebih baik, dengan 
membuka babak baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya 
dalam penyelenggaraan Pemerintah di Daerah.  
  DPRD Kota Surakarta berdiri semenjak berdirinya pemerintah kota 
Surakarta yakni disebutkan bahwa undang-undang nomor 16 Tahun 1950 
tentang pembentukan daerah-daerah kota besar dalam lingkungan propinsi 
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, 
maka dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat Surakarta (DPRD) Kota 
Surakarta. DPRD Kota Surakarta merupakan unsur penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah. 
  Sebagaimana diketahui bahwa secara umum terdapat empat fungsi dari 
lembaga legislatif, yaitu: 
- fungsi penganggaran, 
- fungsi perundangan, 
- fungsi pengawasan dan 
- fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat. 
Dengan demikian kinerja lembaga ini harus dikembalikan pengukuran dan 
penilaiannya kepada pelaksanaan tugas-tugas pokok yang bersifat umum 
tersebut. 
 
 2.  Dasar Hukum Kedudukan DPRD Kota Surakarta    
  Kinerja sebuah lembaga legislatif, dapat diukur dan dinilai dengan 
mendasarkan kepada pencapaian tujuannya. Sementara keberadaan lembaga 
legislatif adalah sebagai lembaga yang diharapkan mampu menjadi kekuatan 















































commit to user 
 26
pemerintahan dan pembangunan daerah oleh badan eksekutif daerah 
(pemerintah kota). Tujuan yang dimaksud adalah penyelenggaraan pemerintah 
dan pembangunan menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera dalam 
dimensi luas.  
  Pemilu tahun 2004 menghasilkan anggota Legislatif secara demokratis 
dan dapat merubah sistem pemerintahan yang sentralistik  menjadi 
desentralistik  melalui pembuatan beberapa Undang-Undang, dua diantaranya 
Undang-Undang nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan 
MPR, DPR, DPD Dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi dasar hukum keberadaan, 
Kedudukan dan Tugas DPRD Kota Surakarta. 
  Dasar hukum kedudukan DPRD Kota Surakarta diatur dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 40 yang secara tegas tertulis “DPRD 
merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan Berkedudukan sebagai 
Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.” Dan Undang-Undang Nomor 22 
tahun 2003 pasal 76 secara eksplisit tertulis, ”DPRD Kabupaten Kota 
merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai 
Lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 
  Visi dan misi DPRD Kota Surakarta tertuang dalam Rencana Kerja 
DPRD pada tiap Masa Bhakti 5 tahun sekali adalah sebagai berikut: 
· Visi DPRD Kota Surakarta 
1. Aspiratif, adalah keberpihakan kepada masyarakat, mengutamakan dan 
memperjuangkan kepentingan masyarakat Kota Surakarta. 
2 Responsif, adalah cepat dan tanggap dalam menjawab permasalahan- 
permasalahan yang terjadi di masyarakat. 
3    Profesional, adalah dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai 
dengan keahlian dan kewenangan yang dimiliki.      
4. Bertanggung Jawab, adalah berani dan konsekuen melaksanakan 
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5. Berwawasan Budaya, adalah mendasar pada cipta, rasa, etika, dan 
estetika 
· Misi DPRD Kota Surakarta 
1. Memperjuangkan Keadilan dan Kesejahteraan masyarakat Kota 
Surakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 
2. Meningkatkan kepekaan dan kepedulian dalam menyelesaikan 
permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat kota Surakarta  
3. Meningkatkan profesionalisme  DPRD Kota Surakarta sesuai tugas 
dan fungsi. 
4. Membangun Komunikasi dan Kemitraan DPRD dengan pemerintah 
Kota Surakarta, Masyarakat, akademisi, pers dan lembaga lainnya. 
5. Meningkatkan daya pikir, nilai rasa, perilaku yang bermartabat dan 
hasil karya yang berguna untuk Kesejahteraan masyarakat Kota 
Surakarta 
 
B. Deskripsi Lokasi 
 1. Sekretariat DPRD Kota Surakarta 
  Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta 
berlokasi di Jl. Adi Cucipto No. 143 A Jajar, kecamatan Laweyan, kota 
Surakarta. Sekretariat  DPRD Kota Surakarta merupakan pembangunan kedua 
setelah Balaikota Surakarta mengalami kebakaran. 
  Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta adalah 
unsur staf yang membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Surakarta dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya. Untuk 
membantu kelancaran tugas-tugas tersebut Sekretariat DPRD dibantu oleh 
Staf DPRD dari Pegawai Negeri Sipil. 
 
 2. Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat DPRD  
Perubahan yang sangat mendasar dengan telah berlakunya Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah terjadinya perubahan kedudukan Badan 
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demikian telah terjadi perubahan yang signifikan dengan peran dan fungsi 
DPRD, dengan adanya perubahahan tersebut proses kegiatan Kesekretariatan 
Dewan mengharuskan adanya mekanisme  yang sangat intens agar senantiasa 
tercipta kesatuan gerak dan langkah dalam mata rantai kerja yang harmonis. 
Dengan demikian kegiatan pelayanan yang menjadi tugas pokok dari 
Sekretariat Dewan dapat dilaksanakan dengan optimal. 
Sekretariat DPRD Kota Surakarta mempunyai kedudukan, tugas pokok 
dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 pasal 5. 
Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa, Sekretariat DPRD merupakan 
unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris 
DPRD yang berkedudukan secara teknis operasional berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif 
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 
Tugas-tugas pokok dari Sekretariat DPRD adalah: 
a) Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan 
b) Menyelenggarakan administrasi keuangan 
c) Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 
d) Dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan 
DPRD sesui dengan kemampuan keuangan daerah.  
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana hal tersebut diatas, 
Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi : 
1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD 
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD 
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD dan 
4. Penyediaan dan pengoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD 
Dalam upaya meningkatkan kinerja DPRD sebagai unsur perwakilan 
rakyat daerah dalam menjalankan fungsi penganggaran, fungsi perundangan, 
fungsi  pengawasan dan fungsi keterwakilannya. Sekretariat DPRD dituntut 
untuk mampu berperan sebagai Fasilitator dan mediator. Untuk itu Sekretariat 
DPRD harus mampu dan harus profesional dalam menjalankan tugas dan 
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agar dalam menjalankan tugas dan wewenangnya   dapat melaksanakannya  
secara efektif dan efisien. Sehingga Sekretariat DPRD Kota Surakarta 
mempunyai visi dan misi dalam mengemban tugasnya, yaitu: 
· Visi :  Terwujudnya pelayanan prima bagi DPRD dalam 
  melaksanakan tugas dan wewenangnya 
· Misi : 1) Meningkatkan profesionalisme pejabat dan staf sekretariat 
   DPRD 
2) Meningkatkan prasarana dan sarana kerja 
3) Meningkatkan pelayanan kepada anggota DPRD dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya. 
 
 3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD  
 Sekretariat DPRD terdiri dari 4 sub bagian, dan tiap-tiap Sub bagian 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Struktur Organisasi DPRD 
Surakarta berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 19-A Tahun 2009 
tentang Pedoman Uraian Jabatan Struktural Pada Sekretariat DPRD adalah 
sebagai berikut : 
a. Sekretaris DPRD 
b.   Bagian Legislasi, membawahi : 
1. Subbagian Rapat dan Risalah 
2. Subbagian Penyusunan Peraturan 
3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan  
c. Bagian Keuangan, membawahi: 
1. Subbagian Anggaran  
2. Subbagian Perbendaharaan  
3. Subbagian Akuntansi 
d. Bagian Humas dan Protokol, membawahi : 
1. Subbagian Humas dan Dokumentasi 
2. Subbagian Protokol 
e. Bagian Umum, membawahi: 
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2. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan 
 
f. Kelompok Jabatan Fungsional 
 Uraian tugas-tugas jabatan struktural di Sekretariat DPRD Kota 
Surakarta  : 
a. Sekretaris DPRD  
Mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, 
administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, 
dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan 
oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan 
beberapa uraian sebagai berikut : 
1. Menyusun rencana strategis dan rencana kerja Sekretariat DPRD. 
2. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada 
bawahan. 
3. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, 
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Badan 
sesuai dengan bidang tugas. 
4. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan 
agar efektif dan efisien sesuai peraturanpeerunddaangan yang berlaku. 
5. Menerapkan Standar Pelayanan Prima 
6. Melaksanakan pengelolaan Kesekretariatan, meliputi : Perencanaan, 
Evaluasi, Pelaporan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian. 
7. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja, 
LAKIP, LKPJ dan EKPPD Sekretariat DPRD. 
8. Menyusun kebijaksanaan teknis di bidang Legislasi, keuangan, Humas 
dan Protokol dan Umum. 
9. Menyusun rencana, penelaah dan pengkoordinasi perumusan kebijakan 
Pimpinan DPRD. 
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b. Bagian Legislasi  
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan 
pelayanan administrasi dibidang Rapat dan Risalah, Penyusunan 
peraturan, dan evaluasi dan pelaporan peraturan. 
§ Subbagian Rapat dan Risalah  
Mempunyai tugas penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi 
di bidang Rapat dan Risalah, meliputi: pelaksanaan persipan rapat-
rapat dan penyusunan risalah guna mendukung pelaksanaan tugas dan 
fungsi DPRD. 
§ Subbagian Penyusunan Peraturan 
Mempunyai tugas melakukan penyiapan konsep pelaksanaan dan 
pelayanan administrasi di bidang penyusunan perundang-undangan, 
meliputi : menyiapkan bahan peraaturan per-undang-undangan, 
menyusun rancangan keputusan pimpinan DPRS dan keputusan DPRD 
serta rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD dan pengelolaan 
sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum. 
§ Subbagian Evaluasi dan Pelaporan  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan konsep rencana 
kerja dan penyusunan evaluasi dan pelaporan peraturan, meliputi : 
menyiapkan bahan-bahan raperda yang akan dilakukan pembahasan 
dan pelaksanaan pengkajian terhadap produk hukum dan pelaporan 
perda-perda yang sudah ditetapkan. 
c.  Bagian Keuangan 
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan 
pelayanan administrasi dibidang perencanaan dan anggaran, akuntansi, 
dan perbendaharaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 
DPRD.  
· Subbagian Anggaran  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan 
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penyusunan program  kerja, penyusunan anggaran dan penyusunan 
LAKIP. 
· Subbagian Perbendaharaan  
Mempunyai tugas  melakukan penyiapan bahan pelaksanaan  dan 
pelayanan administrasi di bidang Perbendaharaan Meliputi : 
pembayaran keuangan pegawai, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan 
kegiatan operasional sekretarit Dewan serta verifikasi atas 
Pertanggung jawaban keuangan  
· Subbagian Akuntansi 
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan 
pelaksanaan administrasi di bidang Akuntansi, meliputi : pengendalian 
keuangan, dan Pembukuan Keuangan  
d. Bagian Humas dan Protokol  
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan 
pelayanan administrasi di bidang Humas, Dokumentasi dan Protokol, 
penyerapan aspirasi masyarakat dan perjalanan dinas 
· Subbagian Humas dan Dokumentasi  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan 
pelayanan administrasi di bidang Humas dan Dokumentasi, meliputi : 
pelaksanaan kegiatan Kehumasan, hubungan antar lembaga, 
penyerapan aspirasi masyrakat, dokumentasi dan Perjalanan Dinas. 
· Subbagian Protokol  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan pelayanan 
administrasi di bidang protokol meliputi: menyiapkan pelayanan  
kegiatan keprotokolan dan, penerimaan tamu dan penyiapan sambutan-
sambutan   
e.  Bagian Umum  
  Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan 
pelayanan administrasi di bidang tata usaha, kepegawaian, RumahTangga, 
dan perlengkapan di lingkungan Sekretariat DPRD 
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Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan 
pelayanan administrasi di bidang Tata Usaha, meliputi : Organisasi dan 
Tatalaksana, ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian. 
· Subbagian RumahTangga dan Perlengkapan  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan 
pelayanan administrasi di bidang Rumah Tangga dan perlengkapan, 
meliputi : pelaksanaan dan pelayanan Teknis penyelenggaraan rapat, 
pemeliharaan, perawatan  gedung dan kantor, kesehatan dan olahraga, 
dan keamanan lingkungan gedung dan kantor dan analisis kebutuhan 
dan pengadaan, Inventarisasi, perlengkapan, pemeliharaan dinas. 
f.  Kelompok Jabatan Fungsional 
Pegawai yang bekerja di Sekretariat DPRD Kota Surakarta terdiri dari 
59 orang dengan rincian sebagai berikut: 
- Pegawai Negeri Sipil sejumlah 44 orang 
- Pegawai Honorer/administrasi sejumlah 9 orang 












































































































































































Pelaksanaan Tata Kearsipan Di Sekretariat DPRD Kota Surakarta 
  
 Dalam bab ini akan diungkapkan hasil pengamatan selama masa magang 
di Sekretariat DPRD Kota Surakarta. Hal- hal yang akan dibahas antara lain, 
meliputi :  
1. Penerimaan dan Pencatatan arsip.  
2. Penyimpanan arsip  
3. Pemeliharaan arsip.  
4. Penyusutan dan pemusnahan arsip. 
5. Fasilitas kearsipan. 
6. Pegawai kearsipan.  
 
1. Penerimaan dan Pencatatan Arsip  
 Kegiatan penerimaan arsip di Sekretariat DPRD Kota Surakarta biasanya 
disertai dengan kegiatan pencatatan terhadap arsip-arsip yang diterima. Dalam 
kegiatan pencatatan, arsip yang berupa surat masuk dan surat keluar akan 
dicatat dalam kartu kendali surat masuk ataupun kartu kendali surat keluar.  
 Dengan adanya pencatatan ini diharapkan akan dapat memperlancar 
proses pengurusan arsip selanjutnya, selain itu akan dapat diketahui berapa 
jumlah berkas yang diterima atau dihasilkan dalam suatu waktu serta dapat 
berfungsi untuk mengawasi, mengendalikan dan mendistribusikan arsip.  
 Di bawah ini penulis akan menerangkan mengenai proses pengurusan 
arsip yang meliputi pengurusan surat masuk dan surat keluar.  
 a. Proses pengurusan surat masuk  
 Surat yang masuk di Sekretariat DPRD Kota Surakarta, diterima di 
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 Jenis surat masuk yang diterima antara lain: permohonan bantuan 
pembangunan, rencana kunjungan kerja, penawaran kerjasama, pengiriman 
duta wisata dan lain sebagainya. 
 Menurut buku agenda surat masuk tahun 2009 di Sekretariat DPRD Kota 
Surakarta, dapat diketahui bahwa jumlah surat masuk pada tahun 2009 yaitu 
sebanyak 1376 surat, yang terdiri dari undangan sebanyak 391 dan surat 
masuk lainnya sebanyak 985 surat. Jadi, rata- rata surat yang masuk yang 
diterima dalam satu minggu sebanyak 29 surat.  
 Langkah- langkah yang dilakukan dalam proses pengurusan surat masuk 
menurut Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat DPRD adalah :  
a. Menerima naskah dinas atau surat yang disampaikan baik oleh 
pengantar, pos atau telkom maupun oleh caraka atau perorangan.  
b. Meneliti kebenaran alamat naskah / surat dinas tersebut.  
c. Membubuhkan paraf pada bukti penerimaan.  
d. Mensortir surat yaitu memisahkan surat- surat yang diterima dari 
instansi lain apakah itu surat pribadi ataukah surat dinas yang 
bersifat biasa, penting atau rahasia.  
e. Membuka surat untuk mengeluarkan surat dari dalam sampul surat 
atau dari dalam amplop, kecuali surat pribadi langsung diberikan 
kepada pribadi masing- masing tanpa diproses dalam pencatatan 
surat dinas.  
f. Setelah surat dibuka kemudian dibaca untuk diketahui isinya dan 
untuk diketahui kepada siapa surat tersebut disampaikan.  
g. Langkah berikutnya adalah memeriksa surat yang meliputi: alamat, 
tanda tangan cap dinas, nomor dan tanggal surat, pokok soal, atau 
perihal dari surat tersebut serta lampirannya.  
h. Dalam hal alamat pengiriman tidak tercantum dalam naskah dinas, 
sampul diikutsertakan bersama naskah dinasnya.  
i. Setelah surat diketahui dan diperiksa maka langkah selanjutnya 
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j. Apabila surat ditujukan kepada Kepala Bagian, surat dicatat dalam 
kartu kendali surat masuk yang disertai satu lembar disposisi untuk 
diserahkan kepada Kepala Bagian.  
k. Setelah surat dikendalikan, kemudian diserahkan lagi kepala Kepala 
Bagian apakah surat tersebut memerlukan tindak lanjut atau tidak, 
surat yang tidak memerlukan tindak lanjut dapat diarsipkan.  
l. Surat yang memerlukan tindak lanjut maka Kepala Bagian akan 
menunjuk bawahannya yaitu Kepala Sub Bagian menurut bidang 
yang sesuai dengan pokok masalah surat untuk menindaklanjuti isi 
dari surat tersebut. Sehingga disposisi dari Kepala Bagian kepada 
pengagenda akan dicatat pada kolom catatan. Kemudian Kepala Sub 
Bagian yang ditunjuk untuk menyelesaikan surat tersebut. Setelah 
surat yang berada pada Kepala Sub Bagian dan tindak lanjut dari 
surat tersebut telah selesai kemudian surat baru diarsipkan.  
Setiap surat yang masuk di Bagian Umum (Sub Bagian Tata Usaha) 
Sekretariat DPRD Kota Surakarta selalu akan mengikuti langkah- langkah 
tersebut di atas.  
Berdasarkan hasil pengamatan, dapat diketahui bahwa bentuk dari kartu 
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Gambar 4.1 
Kartu Kendali Surat Masuk 
Index : 
 
Kode : Nomor Urut : 









Tgl. Diteruskan : Tanda Terima : 




  Sumber : Bagian Umum (Sub Bagian Tata Usaha) Sekretariat DPRD 
    Kota Surakarta. 
 
  b. Proses Pengurusan Surat Keluar  
  Surat keluar adalah surat yang cukup lengkap, yang 
dimaksud lengkap disini adalah surat tersebut telah diberi tanggal, nomor surat, 
stempel dan tanda tangan oleh pimpinan yang berwenang yang dibuat oleh suatu 
instansi atau lembaga untuk ditujukan atau dikirim kepada instansi, kantor atau 
lembaga lainnya.  
  Menurut buku agenda surat keluar pada tahun 2009, dapat 
diketahui bahwa surat keluar yang diedarkan oleh Sekretariat DPRD 
Kota Surakarta pada tahun 2009 yaitu sebanyak 1176 surat yang terdiri 
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surat. Jadi rata- rata surat yang keluar dalam satu minggu sebanyak 24 
surat. 
  Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pengurusan 
surat keluar di Sekretariat DPRD Kota Surakarta menurut Kepala Sub Bagian 
Tata Usaha, antara lain:  
1) Pembuat konsep surat di Sekretariat DPRD Kota Surakarta ada yang 
dibuat oleh Pimpinan, biasanya dilakukan oleh Kepala Bagian atau 
Kepala Sub Bagian dan ada juga konsep yang dibuat oleh bawahan. 
Dalam hal- hal tertentu, biasanya Pimpinan membuat konsep sendiri 
kemudian diserahkan kepada juru tik untuk diketik dalam bentuk 
yang telah ditetapkan. Proses pembuatan surat dapat berjalan dengan 
cepat dan tepat karena telah ditentukan Pimpinan serta tidak 
membutuhkan waktu yang lama karena tidak perlu mendapatkan 
persetujuan terlebih dahulu. Konsep surat yang dibuat oleh bawahan 
dibuat berdasarkan petunjuk dari Pimpinan yang bersangkutan.  
2) Konsep surat yang dibuat oleh bawahan setelah diperiksa dan 
disetujui serta diberi paraf oleh Kepala Sub Bagian yang 
bersangkutan kemudian baru diketik oleh pegawai yang diberi tugas. 
Setelah surat selesai diketik kemudian surat diperiksa lagi agar tidak 
terjadi kesalahan kemudian diserahkan kepada Kepala Bagian untuk 
ditanda tangani.  
3) Surat diberikan kepada pengagenda untuk dicatat dalam kartu 
kendali surat keluar.  
4) Surat diberi nomor urut sesuai dengan nomor klasifikasi dan urutan 
surat keluar serta dibubuhi cap dinas.  
5) Surat digandakan dengan difotocopy untuk dikirim ke instansi- 
instansi yang akan dituju dan untuk diarsip.  
6) Pengetikan atau penulisan alamat dan nomor pada sampul surat.  
7) Pemeriksaan surat yaitu sebelum surat dilipat untuk dimasukkan 
kedalam amplop diperiksa terlebih dahulu mengenai kelengkapan 
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tanggal dan nomor surat, tanda tangan, cap atau stempel dinas, serta 
lampirannya jika ada.  
8) Setelah surat dilipat, dimasukkan dalam ampolop kemudian ditutup 
dan dilem. Pada amplop atau sampul surat dibubuhi cap atau stempel 
instansi.  
9) Surat dikirim ke bagian atau instansi lain.  
Setiap surat yang keluar di Sekretariat DPRD Kota Surakarta semua 
akan mengikuti langkah- langkah seperti tersebut di bawah di atas.  
Sedangkan bentuk dari kartu kendali surat keluar adalah :  
 
Gambar 4.2 
Kartu Kendali Surat Keluar 
Index : 
 
Kode : Nomor Urut : 







Tgl. Diteruskan : Tanda Terima : 




  Sumber : Bagian Umum (Sub Bagian Tata Usaha) Sekretariat DPRD 

















































commit to user 
 42
 Pelaksanaan kegiatan penerimaan dan pencatatan arsip di Sekretariat 
DPRD Kota Surakarta telah dilaksanakan secara tertib. Hal ini dapat terlihat 
dari adanya kartu kendali untuk surat masuk dan surat keluar untuk mencatat 
arsip- arsip yang masuk maupun yang keluar. Sedangkan untuk penerimaan 
surat sudah dilakukan sesuai dengan urutan kerja.  
 Jenis surat yang dicatat dalam kartu kendali surat masuk dan surat keluar 
adalah semua jenis surat dinas baik surat yang sifatnya biasa, penting maupun 
rahasia. Untuk surat yang sifatnya rahasia akan langsung diberikan pada 
Pimpinan kemudian dicatat pada kartu kendali dan pada kartu kendali 
diberikan tanda huruf “R” yang berarti bahwa surat tersebut adalah bersifat 
rahasia, dan kartu kendali tersebut disimpan pada tempat tertentu dan tidak 
sembarangan orang mengetahuinya, sebab hanya orang- orang tertentu yang 
boleh mengetahuinya.  
 
2. Penyimpanan Arsip  
a. Asas Penyimpanan Arsip  
 Asas penyimpanan arsip yang digunakan di Sekretariat DPRD Kota 
Surakarta adalah dengan menggunakan asas desentralisasi. Sehingga semua 
satuan kerja di Sekretariat DPRD juga melakukan penyimpanan arsipnya 
sendiri. Asas desentralisasi ini digunakan karena pengelolaan arsip dapat 
dilakukan sesuai dengan kebutuhan unit kerja masing-masing sehingga lebih 
menghemat waktu. Selain itu asas desentralisasi digunakan karena di 
Sekretariat DPRD Kota Surakarta merupakan organisasi dimana lokasi antara 
bagian yang satu dengan yang lain terpisah walaupun masih dalam satu 
gedung.  
 Keuntungan atau kelebihan yang diperoleh dari pemakaian asas 
desentralisasi, antara lain :  
1. Tiap-tiap unit kerja satuan kerja diberi kebebasan dalam 
melaksanakan sistem penyimpanan warkat, sehingga pemimpin unit 
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2. Keperluan akan arsip mudah, karena berada pada unit kerja sendiri-
sendiri serta penanganan arsip akan lebih mudah dilakukan karena 
arsip sudah dikenal baik.  
3. Penyingkiran atau penyusutan warkat dapat dilakukan dengan tepat 
karena pimpinan unit satuan kerja yang bersangkutan mengadakan 
penyusutan. Dengan demikian dalam menentukan warkat penting 
atau tidak penting akan lebih tepat, karena pimpinan unit satuan kerja 
yang bersangkutan yang lebih mengetahui. 
Sedangkan kelemahan dari asas ini adalah :  
1. Sukar dalam penghematan pemakaian peralatan dan perlengkapan. 
b. Sistem Penyimpanan Arsip  
  Sistem penyimpanan arsip di Sekretariat DPRD Kota Surakarta 
menggunakan sistem nomor.  
  Seperti yang dikemukan oleh Bapak Amran selaku pengelola masalah 
kearsipan di Sekretariat DPRD Kota Surakarta.  
  “Sistem penyimpanan arsip di Sekretariat DPRD Kota Surakarta 
menggunakan sistem nomor. Nomor tersebut adalah nomor arsip yang telah 
disesuaikan dengan pedoman pola klasifikasi arsip di lingkungan pemerintah 
kota surakarta.” 
 (Sumber: Wawancara, 18 Februari 2010) 
 
c. Proses Penyimpanan Arsip  
 Proses kegiatan penyimpanan arsip yang digunakan pada setiap 
organisasi dalam pengolahan arsipnya mungkin hampir mirip antara yang satu 
dengan yang lainnya. Tahap-tahap dalam penyimpanan arsip digunakan agar 
lebih mudah dilaksanakan, lebih terarah dan teratur. Yang dimaksud dengan 
proses penyimpanan dalam kegiatan ini adalah kegiatan pengolahan arsip 
sebelum arsip- arsip disimpan di dalam filing cabinet.  
 
 Proses penyimpanan arsip dalam filing menurut sistem nomor adalah 
sebagai berikut :  
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 Tujuan membaca surat adalah untuk mengetahui apakah surat tersebut 
sudah boleh disimpan, atau belum. Disamping itu juga untuk mengetahui 
masalah atau subyek yang terkandung di dalam surat. Menentukan masalah 
dalam surat tidak selalu mudah, dan tidak cukup dengan membaca perihal 
surat yang dicantumkan pada bagian kiri sebelah atas surat tetapi harus 
membaca surat secara cermat.  
 
2) Mengindeks  
 Mengindeks berarti mencocokan masalah yang terkandung di dalam 
surat dengan masalah yang terdapat dalam bagan atau pola klasifikasi 
kearsipan, jadi apabila antara pokok masalah yang ada dalam surat belum 
sama dengan masalah yang terdapat dalam bagan atau pola klasifikasi 
kearsipan maka harus dicocokan terlebih dahulu.  
 Bagan atau pola klasifikasi yang digunakan di Sekretariat DPRD Kota 
Surakarta adalah pola klasifikasi yang berdasarkan pada Pola Klasifikasi Arsip 
Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. Pola Klasifikasi Arsip Di 
Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta mencakup sepuluh pokok masalah 
yang diklasifikasi menurut nomor masing- masing sebagai berikut :  
000  Umum  
100  Pemerintahan  
200  Politik  
300   Keamanan dan Ketertiban  
400  Kesejahteraan Rakyat  
500  Perekonomian  
600  Pekerjaan Umum dan Ketenagaan  
700  Pengawasan  
800  Kepegawaian  
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3) Memberikan Kode  
 Untuk dapat mengklasifikasi surat dengan kode yang tepat maka harus 
benar- benar dipahami masalah yang dikandung di dalam surat, oleh karena itu 
untuk menentukan kode yang tepat kita harus membaca dan memahami 
masalah dalam surat tersebut. Kode yang dicantumkan pada surat adalah 
nomor kelas yang terdapat pada bagan atau pola kalsifikasi kearsipan. 
Pemberian kode pada surat sangat penting, karena kode adalah alat untuk 
mengenali masalah dalam surat. Disamping itu kode dapat berfungsi sebagai 
alat penentu, dimana arsip itu disimpan, dimana letak arsip itu dalam urutan 
hubungan masalahnya pada susunan seluruh arsip yang disimpan. Kode juga 
menunjukkan adanya tata urutan yang sistematis masalah- masalah yang ada 
di dalam surat. Dalam filing kartu kendali kode menunjukkan adanya tata 
urutan yang sistematis dari kartu- kartu kendali dalam file.  
 
4) Mensortir  
 Setelah surat yang akan disimpan diberi kode, langkah selanjutnya 
adalah menyortir surat- surat yang telah diberi kode yaitu surat- surat yang 
mempunyai kode sama dikelompokkan menjadi satu sehingga mempermudah 
dan memperlancar penyimpanannya.  
 
5) Menyimpan Surat  
 Surat- surat yang telah diteliti, diberi kode dan disortir dimasukkan 
dalam map gantung yang tabnya menunjukkan kode yang telah ditentukan 
sama dengan kode surat yang akan disimpan. Cara memasukkan ke dalam 
map adalah muka surat menghadap ke depan map, disimpan menurut urutan 
tanggal yaitu arsip yang baru harus diletakkan didepan sehingga 
mempermudah dalam pencarian dan arsip jawaban surat dijepitkan pada surat 
yang bersangkutan.  
 Contoh surat- surat yang perlu disimpan adalah Surat Keputusan, surat- 
surat yang berhubungan dengan kepegawaian, dan lain sebagainya. Sedangkan 
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langsung diberikan kepada yang dituju dalam surat tersebut jadi surat tersebut 
tidak perlu disimpan oleh unit kearsipan hanya dicatat dalam kartu kendali 
saja.  
 Proses penyimpanan arsip seperti ini pasti digunakan dalam setiap 
menyimpan arsip yang ada.  
 Untuk penyimpanan arsip di Sekretariat DPRD Kota Surakarta sudah 
dilaksanakan dengan teratur karena dengan sistem penyimpanan arsip dengan 
menggunakan nomor maka dapat mempermudah pencarian arsip, selain itu 
dapat menghemat tempat dan peralatan.  
 Arsip- arsip yang sering digunakan untuk melaksanakan kegiatan sehari- 
hari adalah arsip- arsip yang masih aktif, pegawai yang ingin menggunakan 
arsip yang masih aktif dapat dengan mudah menggunakannya tanpa harus 
melalui prosedur tertentu.  
 Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai pengagenda surat masuk 
yang mengatakan bahwa :  
 “Untuk peminjaman arsip di Sekretariat DPRD Kota Surakarta tidak disertai 
dengan bukti peminjaman secara tertulis, tetapi hanya secara lisan dengan 
menyebutkan arsip yang akan dipinjam. Yang boleh meminjam adalah 
pegawai SETWAN dan DPRD. Sedangkan untuk lama peminjamannya tidak 
ditentukan, namun jika peminjaman arsip terlalu lama dan arsip yang dipinjam 
tersebut akan digunakan oleh penanggung jawab arsip tersebut maka 
peminjam akan diminta untuk segera mengembalikan arsip yang 
dipinjamnya”. (Sumber: Wawancara, 18 Februari 2010) 
 
 Dengan demikian peminjaman arsip yang tanpa bukti itu terdapat 
kelemahan yaitu tidak adanya bukti yang cukup kuat untuk mengurus arsip 
jika terjadi kehilangan arsip. Selain itu lama peminjaman waktunya tidak 
ditentukan sehingga pegawai yang meminjam arsip akan bersikap kurang 
disiplin.  
 
3. Pemeliharaan Arsip 
Suatu arsip agar selalu terjaga dengan baik agar terhindar dari segala 
kerusakan dan kemusnahan maka perlu adanya pemeliharaan arsip yang baik. 
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disebabkan oleh serangga-serangga dari luar arsip tersebut. Usaha 
pemeliharaan berupa melindungi, mengatasi, mencegah, dan mengambil 
langkah-langkah, tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menyelamatkan 
arsip-arsip berikut informasinya serta menjamin kelangsungan hidup arsip dari 
pemusnahan yang sebenarnya tidak diinginkan. 
Pemeliharaan arsip di Sekretariat DPRD Kota Surakarta mencakup: 
a. Pemeliharaan tempat penyimpanan  arsip. 
 Untuk menghindari kerusakan arsip dari serangga perusak kertas maka 
tempat penyimpanan arsip yaitu filing cabinet dan lemari arsip diberikan 
bahan- bahan pencegah serangga yaitu kapur barus.  
b. Menjaga kebersihan ruang penyimpanan arsip. 
 Ruang penyimpanan arsip hendaknya senantiasa bersih dari debu. Dalam 
menjaga kebersihan ruang penyimpanan dilakukan dengan cara lantai disapu 
dan dipel, sedangkan untuk menjaga kebersihan meja kerja, filing cabinet, 
lemari arsip dan peralatan lainnya dari debu dengan menggunakan lap atau 
sulak.  
c. Pengaturan ruangan. 
 Ruang penyimpanan arsip harus dijaga agar tidak lembab dan harus 
terang. Pengaturan cahaya ruangan di Sekretariat DPRD Kota Surakarta 
dengan menggunakan penerangan alami yaitu sinar matahari dan penerangan 
dari lampu neon. Sedangkan untuk mengatur kelembaban udara dan 
mengurangi banyaknya debu dapat dipasang AC. Ruangan tempat 
penyimpanan arsip yang sekaligus tempat para pegawai bekerja sehari- hari di 
Sekretariat DPRD Kota Surakarta mempunyai banyak jendela sehingga sinar 
matahari dapat masuk melalui jendela dan menerangi ruangan, sedangkan 
penerangan lampu digunakan saat malam hari atau bila cuaca mendung 
sehingga ruangan menjadi gelap. AC di ruangan tidak dihidupkan secara terus 
menerus, hanya saat jam-jam kerja. 
 Pemeliharaan arsip dilakukan untuk semua arsip baik itu surat masuk 
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disimpan sebagai arsip dalam filing cabinet tetapi hanya dicatat dalam kartu 
kendali.  
 Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan di Sekretariat DPRD 
Kota Surakarta telah mengadakan pemeliharaan arsip secara teratur untuk 
menjaga agar arsip tetap terjaga.  
 
4. Penyusutan dan Pemusnahan Arsip  
a. Penyusutan 
 Arsip- arsip yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kota Surakarta tidak 
selamanya memiliki nilai kegunaan yang abadi. Arsip yang sudah tidak 
mempunyai nilai kegunaan apabila disimpan terus menerus akan 
menimbulkan masalah tersendiri, karena arsip- arsip tersebut membutuhkan 
tenaga, biaya, dan peralatan yang tidak sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut 
perlu diadakan penyusutan terhadap arsip- arsip yang benar-benar sudah tidak 
mempunyai nilai guna lagi, kegiatan penyusutan arsip dilakukan dengan cara 
pemindahan arsip. Memindahkan arsip mengandung arti bahwa arsip yang 
terdiri dari arsip aktif  (masih digunakan) dan arsip inaktif (tidak digunakan) 
harus tersimpan secara terpisah. 
   Menurut Kepala Sub Bagian Tata Usaha, beliau mengatakan: 
“Pemindahan arsip dapat dilakukan dengan menyimpannya secara terpisah. 
dari almari arsip berisi arsip inaktif, dan filing kabinet berisi arsip yang aktif. 
Meskipun pemindahan tersebut dilakukan dalam ruang yang sama asalkan 
beda tempat penyimpanannya dapat disebut penyusutan arsip” (Sumber: 
Wawancara, 25 Februari 2010) 
  
  b. Pemusnahan 
  Pemusnahan arsip adalah tindakan atau kegiatan menghancurkan secara 
fisik arsip yang sudah berakhir fungsinya dan tidak mempunyai nilai guna.  
  Penghancuran tersebut harus dilakukan secara total, yaitu dengan cara 
membakar habis, dicacah atau dengan cara lain sehingga arsip tidak dikenali 
lagi baik bentuk maupun isinya.  
  Menurut wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sub Bagian Tata 
Usaha, Beliau mengatakan: “di Sekretariat DPRD Kota Surakarta belum 
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Balaikota pada tahun 1998 sehingga arsip- arsip dan dokumen- dokumen yang 
ada banyak yang terbakar dan setelah kejadian tersebut di Sekretariat DPRD 
Kota Surakarta juga belum pernah diadakan pemusnahan arsip.” (Sumber: 
Wawancara, 25 Februari 2010) 
 
  Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa di Sekretariat 
DPRD Kota Surakarta kegiatan penyusutan arsip dilakukan dengan cara 
pemindahan arsip dan belum pernah diadakan kegiatan pemusnahan arsip 
karena peristiwa terbakarnya Balaikota Surakarta pada tahun 1998 dan 
bangunan perkantoran di kompleks tersebut sehingga banyak arsip, dokumen, 
dan benda- benda yang berharga lain musnah terbakar.  
 
5. Fasilitas Kearsipan  
 Fasilitas adalah peralatan atau perlengkapan yang digunakan dalam 
proses penyelesaian suatu pekerjaan dan akan mempengaruhi keberhasilan 
dari kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan. Fasilitas 
kearsipan adalah salah satu pendukung dari kegiatan kearsipan karena tanpa 
adanya fasilitas kearsipan yang memadai maka kegiatan pengelolaan arsip 
tidak akan berjalan dengan lancar.  
 Fasilitas kearsipan yang tersedia di Sekretariat DPRD Kota Surakarta 
adalah sebagai berikut :  
a. Alat- alat penerimaan surat  
 Alat- alat penerimaan surat yang terdapat di Sekretariat DPRD Kota 
Surakarta adalah :  
1) Meja Kerja  
Meja kerja ini digunakan untuk menulis surat yang masuk di kantor 
tersebut maupun surat balasan untuk instansi lain.  
2) Gunting  
Gunting ini digunakan untuk membuka sampul surat agar rapi dan 
tidak merusak isi surat.  
3) Alat Tulis  
Merupakan alat atau fasilitas kearsipan yang diperlukan untuk 
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b. Alat penyimpanan surat  
 Alat penyimpanan arsip yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kota 
Surakarta adalah sebagai berikut : 
1) Stopmap (Map) 
Stopmap adalah lipatan kertas karton (manila) yang dipergunakan 
untuk menyimpan arsip. Stopmap mempunyai bentuk dan ukuran 
yang bermacam- macam. Di Sekretariat DPRD Kota Surakarta 
menggunakan beberapa stopmap, yaitu :  
a) Stopmap biasa, sering disebut dengan stopmap folio karena 
hanya dapat untuk menyimpan arsip yang paling luas ukuran 
folio (21 cm x 34 cm). Kegunaannya adalah untuk menyimpan 
sementara arsip.  
b) Map Gantung (Hang map) 
Map gantung ini diletakkan menggantung pada tempat gantungan 
yang terdapat pada kedua pinggir laci dalam filling cabinet, yang 
tabnya dapat dijepitkan. Map gantung ini menyimpan dokumen 
agar bersih dan rata, dapat memuat banyak arsip, dan tidak 
memerlukan adanya penyekat.  
2) Filing Cabinet  
Filing cabinet adalah perabot yang berbentuk persegi panjang yang 
diletakkan secara vertikal atau berdiri yang digunakan untuk 
menyimpan arsip. Filing cabinet ini terdiri dari laci- laci susunannya 
mulai dari atas ke bawah.  
c. Alat- alat pelaksana korespondensi  
 Alat pelaksana korespondensi adalah alat- alat yang digunakan untuk 
melaksanakan korespondensi atau surat menyurat. Alat- alat korespondensi 
yang terdapat di Sekretariat DPRD Kota Surakarta adalah sebagai berikut :  
1) Mesin Ketik  
Mesin ketik itu digunakan untuk mengisi atau mengetik formulir atau 
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2) Kartu kendali  
Kartu kendali adalah kartu untuk mencatat surat- surat yang masuk 
atau keluar, pencatatan surat diperlukan untuk mempermudah 
pengendalian. Disamping berfungsi sebagai pencatat surat, kartu 
kendali befungsi juga sebagai penyampaian surat dan penemuan 
kembali arsip. Kartu kendali yang terdapat di Sekretariat DPRD Kota 
Surakarta ada dua macam, yaitu kartu kendali surat masuk digunakan 
untuk mencatat surat- surat yang masuk sedangkan kartu kendali 
surat keluar digunakan untuk mencatat surat yang keluar.  
Keuntungan memakai sarana kartu kendali adalah :  
a) Pemberkasan tidak tergantung buku agenda  
b) Mudah ditata karena bentuknya kecil 
c) Tidak banyak memakan tempat 
d) Mudah menelusuri lokasi penyimpanan surat 
3) Lembar Disposisi  
Lembar disposisi adalah lembaran untuk menulis disposisi suatu 
surat baik yang diberikan oleh atasan kepada bawahan maupun dari 
bawahan ditujukan kepada atasannya.  
4) Kertas  
Kertas adalah material tata usaha yang berbentuk lembaran untuk 
keperluan tulis menulis. Kertas merupakan alat yang vital dalam 
setiap kegiatan karena dengan kertas inilah dapat tercipta arsip yang 
merupakan sumber informasi dan data yang paling penting dari 
kantor tersebut.  
5) Komputer  
Komputer di Sekretariat DPRD Kota Surakarta ini dipergunakan 
untuk mengetik surat, membuat laporan dan lain- lain.  
6) Stempel atau cap dinas  
Stempel digunakan untuk menyetempel surat- surat dinas sebagai 
bukti resmi dari Sekretariat DPRD Kota Surakarta dalam 
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7) Mesin Fotocopy 
Mesin yang digunakan untuk menggandakan kertas. 
d. Ruang Kearsipan  
 Untuk ruang kearsipan di Sekretariat DPRD Kota Surakarta belum 
terdapat suatu ruangan yang khusus untuk tempat menyimpan arsip. Yang 
menjadi penyebab tidak adanya ruangan yang khusus digunakan untuk tempat 
penyimpanan arsip adalah karena terbatasnya ruangan di Bagian Umum (Sub 
Bagian Tata Usaha) Sekretariat DPRD Kota Surakarta. Pemeliharaan tempat 
penyimpanan arsip yang dilakukan selama ini adalah dengan memberikan 
kapur barus yang dimasukkan dalam filling cabinet.  
 Fasilitas kearsipan yang ada di Sekretariat DPRD Kota Surakarta 
walaupun belum terdapat ruang yang khusus untuk tempat menyimpan arsip 
tetapi dengan fasilitas kearsipan yang seperti itu dapat memenuhi kebutuhan 
pelaksanaan pekerjaan.  
 
6. Pegawai Kearsipan  
 Mengingat pentingnya arsip bagi kelangsungan hidup organisasi, maka 
arsip- arsip harus diurus, ditata dan dikelola dengan mempergunakan suatu 
sistem penyimpanan arsip yang tepat, tata kerja yang baik, pemeliharaan, 
pengamanan, dan penyingkiran yang tertib. Sistem penyimpanan arsip yang 
tepat, tata kerja yang baik dan sebagainya itu tidak mempunyai arti apabila 
tidak didukung oleh seorang pegawai kearsipan. Oleh karena itu, pegawai 
kearsipan merupakan unsur yang penting dalam menunjang pelaksanaan tata 
kearsipan, karena tanpa adanya pegawai kearsipan penyelenggaraan 
administrasi suatu organisasi tidak akan berjalan dengan baik.  
 Untuk pegawai kearsipan, di Sekretariat DPRD Kota Surakarta belum 
ada pegawai yang ditunjuk khusus untuk menangani kegiatan kearsipan saja 
sehingga yang melaksanakan kegiatan ini adalah pegawai pengurus agenda 
surat masuk dan agenda surat keluar yang ada di Bagian Umum (Sub Bagian 
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a. Menerima surat yang masuk, mencatat ke dalam kartu kendali dan 
membuat surat keluar. 
b. Menyortir, menyusun surat, dan menyimpannya dalam filling cabinet 
menurut klasifikasi yang telah ada.  
c. Membantu mencari kembali arsip-arsip yang dibutuhkan oleh kepala 
bagian maupun oleh pegawai bagian yang lain.  
d. Memelihara arsip agar tetap terjaga dengan baik.  
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian atau 
kepala sub bagian.  
Hal yang menyebabkan belum ada pegawai yang ditunjuk untuk menangani 
kegiatan kearsipan saja adalah karena memang belum dirasa perlu karena 
jumlah surat yang akan diarsip yang ditangani oleh kedua pegawai tersebut 
sedikit.  
 Dalam hal penanganan arsip di Sekretariat DPRD Kota Surakarta 
diserahkan kepada dua orang pegawai, yaitu pegawai pengurus agenda surat 
masuk dan agenda surat keluar. Kedua orang pegawai tersebut adalah lulusan 
SMEA dan Sarjana Hukum, mereka lebih memahami mengenai kearsipan 
dibandingkan dengan pegawai yang lainnya karena kedua pegawai tersebut 
telah mendapat Bimbingan Teknis Kearsipan yang diberikan oleh kepala Sub 
Bagian Umum.  
 Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa di Sekretariat DPRD 























































 Berdasarkan data-data yang telah dikemukakan pada bab-bab 
sebelumnya mengenai pelaksanaan tata kearsipan di Sekretariat DPRD Kota 
Surakarta maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Kegiatan Penerimaan dan pencatatan arsip di Sekretariat DPRD Kota 
Surakarta disertai dengan kegiatan pencatatan terhadap arsip-arsip 
yang telah diterima. Dengan adanya pencatatan diharapkan akan 
dapat memperlancar proses pengurusan arsip selanjutnya, selain itu 
akan dapat diketahui berapa jumlah berkas yang diterima atau 
dihasilkan dalam suatu waktu serta dapat berfungsi untuk 
mengawasi, mengendalikan dan mendistribusikan arsip. Penerimaan 
dan pencatatan arsip telah dilaksanakan secara tertib karena setiap 
surat yang diterima baik surat masuk maupun surat keluar akan 
dicatat dalam kartu kendali surat masuk dan kartu kendali surat 
keluar. 
2. a) Kegiatan penyimpanan arsip di Sekretariat DPRD Kota Surakarta 
dengan menggunakan asas desentralisasi, yaitu memberikan 
kewenangan kepada tiap-tiap satuan kerja untuk mengurus 
penyelenggaraan penyimpanan warkat sendiri-sendiri. Sedangkan 
sistem penyimpanan arsip menggunakan sistem nomor, yaitu tata 
cara menyusun arsip dengan mempergunakan urutan angka 
sebagai pedoman untuk mengaturnya. Sistem penyimpanan 
dengan menggunakan sistem nomor ini melalui proses 
penyimpanan seperti: membaca surat, mengindeks, memberikan 
kode, mensortir dan menyimpan surat yang teratur, maka 
kegiatan penyimpanan arsip telah dilaksanakan dengan teratur. 
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tersusun dengan rapi dan beraturan sehingga dapat memudahkan 
dalam pencarian arsip apabila sewaktu-waktu arsip terrsebut 
diperlukan. 
b) Peminjaman arsip di Sekretariat DPRD Kota Surakarta belum 
dilaksanakan secara tertib karena untuk peminjaman suatu arsip 
tidak ditentukan waktu atau lamanya peminjaman dan tidak 
disertai tanda bukti peminjaman tetapi hanya secara lisan dengan 
menyebutkan arsip yang akan dipinjam. 
3. Kegiatan pemeliharaan arsip di Sekretariat DPRD Kota Surakarta 
telah dilaksanakan yaitu dengan dilakukannya pemeliharaan tempat 
penyimpanan arsip dengan memberi bahan pencegah serangga 
seperti kapur barus.  Menjaga kebersihan ruang penyimpaanan arsip 
yang sekaligus tempat para pegawai bekerja sehari-hari adalah 
dengan cara disapu dan dipel secara teratur. Sedangkan untuk 
pengaturan cahaya dilakukan dengan memberikan penerangan alami 
yaitu sinar matahari dan penerangan dari lampu. 
4. Kegiatan penyusutan arsip di Sekretariat DPRD Kota Surakarta 
dilakukan dengan cara pemindahan arsip dan belum pernah diadakan 
kegiatan pemusnahan arsip karena peristiwa terbakarnya Balaikota 
pada Tahun 1998 sehingga arsip-arsip dan dokumen yang ada 
banyak yang musnah terbakar. 
5. Fasilitas kearsipan yang ada di Sekretariat DPRD Kota Surakarta 
terdiri dari alat-alat penerimaan surat, alat penyimpanan surat dan 
alat-alat pelaksanaan korespondensi. Walaupun belum terdapat 
ruangan yang khusus untuk menyimpan arsip, tetapi dengan fasilitas-
fasilitas tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhan dalam 
pelaksanaan kegiatan kearsipan. 
6. Pegawai kearsipan di Sekretariat DPRD Kota Surakarta belum ada. 
Untuk penanganan arsip diserahkan kepada dua orang pegawai, yaitu 
pegawai pengurus agenda surat masuk dan agenda surat keluar dari 
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jumlah surat yang akan diarsip yang ditangani oleh  kedua pegawai 
tersebut sedikit.  
 
B. Saran  
  Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan yaitu: 
Untuk peminjaman arsip di Sekretariat DPRD Kota Surakarta sebaiknya 
ditentukan batas waktu peminjaman dan dibuatkan bukti peminjaman yang 
berupa formulir peminjaman arsip. Hal ini untuk menghindari peminjam yang 
bersikap kurang disiplin dalam mengembalikan arsip yang dipinjamnya 
sehingga menyebabkan arsip tersebut hilang.  
